
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat dan tanggal lahir Gorontalo,  04 Februari  1972, umur 48

tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan S1, tempat

kediaman  di Jalan Sawit I, xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 1969, umur  50

tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD,

tempat kediaman  di Desa xxxxxxxxxxxxxx, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  04  Agustus

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu

juga dengan register perkara Nomor  372/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa  pada  tanggal  28  Januari  2019,  Penggugat  dengan

Tergugat  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Malalayang,  Kota

Manado,  Provinsi  Sulawesi  Utara,  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor : 34/34/I/2019, tanggal 28 Januari 2019;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2.   Bahwa  pada  saat  menikah  Tergugat  berumur  49  tahun  dan

berstatus beristeri dua serta memiliki dua orang anak dari istreri kedua

dan  Penggugat  berstatus  Janda  cerai  berumur  47  dan  memiliki  dua

orang anak;  

3.  Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

tinggal di rumah Penggugat sendiri sampai pisah;  

4.  Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

belum dikaruniai keturunan;  

5.  Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dalam keadaan rukun dan harmonis,  namun sejak pertenganan bulan

Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering  terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat tidak memberikan

nafkah yang layak kepada Penggugat;  

6.  Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang

kali terjadi puncaknya pada akhir bulan Januari 2020, dimana Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di  rumah Tergugat dengan

isteri  sebelumnya sebagaimana alamat tersebut  diatas selama kurang

lebih  8  bulan  hingga  sekarang,  selama  itu  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;  

7.  Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua Pengadilan  Agama Gorontalo  cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primair :

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2.  Menjatuhkan  Talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  xxxxxxxxxx

terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxx  

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

 Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Malalayang,  Kota  Manado,

Provinsi  Sulawesi  Utara,  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

34/34/I/2019,  tanggal 28 Januari 2019  (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 xxxxxxxxxxxx, umur  60  tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan  Ibu rumah tangga,  bertempat tinggal  di  Kelurahan Tinelo,

Kecamatan  Tilanggo,  Kabupaten  Gorontalo,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  mengenal Penggugat dan Tergugat,  mereka sebagai

suami isteri sah, karena Penggugat adalah anak angkat saksi;  

- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah, mereka menikah pada

tanggal 28 Januari 2019; 

- Bahwa  selama  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  mereka  belum

dikaruniai anak; 
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun

dan  harmonis,  namun  sejak   bulan  Januari  2020,  rumah  tangga

mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

-  Bahwa saksi tidak pernah  melihat secara langsung Penggugat dan

Tergugat bertengkar , namun Penggugat yang sering curhat bahwa

dia sering bertengkar dengan suaminya karena tidak dikasi nafkah;

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama

kurang  lebih  8  (delapan)  bulan,  Tergugat  pergi  meninggalkan

Pengugat;

-   Bahwa  selama  berpisah,  Tergugat  tidak  pernah  datang  dan  tidak

pernah menngirim nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa  selama  mereka  berpisah,  kedua  belah  pihak  tidak  saling

memperdulikan  lagi;

 - Bahwa  pihak  keluarga  selalu  berusaha  untuk  menasehati  dan

mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; 

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxx, umur 51  tahun, agama Islam pendidikan SMA,

pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota

Barat,  Kota  Gorontalo,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut :

-   Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan Tergugat,  mereka sebagai

suami isteri sah, karena saksi adalah kakak angkat  Penggugat;  

- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah, mereka menikah pada

tanggal 28 Januari  2019; 

- Bahwa  selama  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  mereka  belum

dikaruniai anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun

dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Januari  2020    rumah  tangga

mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

-   Bahwa  penyebab  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8

(delapan) bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat;
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-   Bahwa  selama  berpisah,  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak

pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;;

- Bahwa  selama  mereka  berpisah,  kedua  belah  pihak  tidak  saling

memperdulikan  lagi;

 - Bahwa  pihak  keluarga  selalu  berusaha  untuk  menasehati  dan

mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan  Pengadilan  telah

berupaya menasihati  Penggugat agar  kembali  rukun dengan  Tergugat,  akan

tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyatan tidak pernah hadir

di  persidangan tanpa alasan yang  sah dan tidak  pula  menyuruh orang lain

untuk menghadap sebagai  wakil  atau kuasanya,  meskipun Pengadilan  telah

memanggilnya  secara  resmi  dan patut  maka cukup alasan bagi  Pengadilan

untuk  menyatakan   bahwa Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut

namun  tidak  hadir,  sehingga  perkara  ini  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa

hadirnya Tergugat, sesui dengan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  proses  mediasi  sebagaimana  ketentuan  peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

   Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang
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tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa   pada  pokoknya  Penggugat  mendalilkan  semula

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan

harmonis, namun sejak pertenganan bulan Januari 2020 antara Penggugat dan

Tergugat sering  terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena,

Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  yang  layak  kepada  Penggugat   dan

puncaknya  pada  akhir  bulan  Januari  2020  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat  hingga sekarang sudah kurang lebih  8 (delapan bulan lamanya.

Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir

maupun batin;

Menimbang  bahwa,  selanjutnya  dalam  perkara  perceraian  (sebagai

perkara  lex specialis)  ketidakhadiran Tergugat tidak dapat  menggugurkan

kewajiban  Penggugat  untuk  membuktikan  sifat  perselisihan/pertengkaran

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat

tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil  dalam

gugatan Penggugat tersebut; 

Menimbanng,  bahwa   untuk  membuktikan  dalil  gugatannya

Penggugat  telah  mengajukan  bukti   P dan  2  orang  saksi   yang  telah

memberikan keterangan dibawah sumpah, hal mana  bukti – bukti  tersebut

telah memenuhi  syarat formil dan materiil sebagai alat bukti  sehingga telah

dapat diterima  untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil

Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami

istri sah yang dikuatkan dengan bukti  (P)  berupa akta autentik  yang dibuat

dan ditandatangani  oleh  pejabat  yang  berwenang dan  secara  materil  isinya

memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan

Tergugat,  sehingga  bukti    tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat

dan Tergugat  mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  Penggugat  tersebut  telah memberikan
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keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat

dan   dengar   sendiri   tentang   kehidupan  rumah  tangga  Penggugat   dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah

menyangkut   terjadinya ketidak  rukunan  dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat   yang  mengakibatkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah

tempat  tinggal  dan  tidak  ada  lagi  harapan  untuk  hidup  rukun  sebagaimana

layaknya suami istri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah

diketahui  dan diterangkan oleh saksi-saksi  menyangkut kehidupan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat   yang   sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada

Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak  lagi  memperdulikan  Penggugat,

kemudian sejak akhir bulan Januari 2020,  Penggugat dan Tergugat  pisah

tempat  tinggal   dan  yang   turun  dari  rumah  adalah  Tergugat,  dengan

demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa  selain  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

perselisihan  dalam  rumah  tangga  tidak  hanya  pertengkaran  fisik  seperti

percekcokan, pertikaian atau saling bantah dan atau saling memukul satu

sama  lain,  akan  tetapi  juga  mencakup  bentuk  non-fisik  atau  kekejaman

mental, seperti perbedaan sikap atau keinginan antara kedua belah pihak

yang  mengakibatkan  hubungan  diantara  keduanya  tidak  harmonis,  tidak

adanya  saling  percaya  dan  saling  melindungi,  serta  tidak  adanya

komunikasi  satu  sama  lain  termasuk  dalam  hal  ini  perbuatan  saling

diam/mendiamkan;

Menimbang, bahwa  menurut  Majelis  Hakim  kehendak  Penggugat

untuk bercerai dengan Tergugat sebagai ekses dari akumulasi perselisihan

yang  terjadi  selama  Penggugat dan  Tergugat hidup  berumah  tangga,

dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perselisihan  yang

terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan

sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
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berlaku. Oleh karena itu pula dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga

Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan

Tergugat merupakan akibat langsung dan atau penyebab dari perselisihan

yang tejadi dalam rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat, artinya bahwa

pisah  tempat  tinggal  tersebut  termasuk  dalam  bentuk  perselisihan

sebagaimana  dipertimbangkan  diatas.  Hanya  saja  bentuknya  yang

diekspresikan  lain  oleh  Penggugat,  yaitu  dengan  memisahkan  diri  satu

sama  lain,  dan  keduanya  tidak  lagi  berhubungan  suami  isteri.  Dengan

demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka

dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara

Penggugat dengan  Tergugat,  sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat dengan  Tergugat telah

sampai  pada  kualitas  yang  begitu  dalam dan  berlangsung  secara  terus-

menerus;

Menimbang, bahwa  selama  menjalani  proses  persidangan,  tidak

tampak  dari  diri  Penggugat rasa  penyesalan  dan  ingin  merubah

keputusannya  untuk  bercerai  sekalipun  Majelis  Hakim  telah  sungguh-

sungguh  dan  senantiasa  mendamaikan  pihak  berperkara  dengan  cara

menasehati  Penggugat  pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta

hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad  Penggugat

untuk bercerai dengan Tergugat sudah  bulat dan tidak dapat dielakkan lagi,

oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan

untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia,  sakinah,

mawadah dan  rahmah sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974,  tentang Perkawinan jo.  Pasal  3 Instruksi  Presiden

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam,

tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga

serta  ketentuan pasal 19 huruf  (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975, Yungto pasal 116 huruf  (f) Kompilasi  Hukum Islam;            

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah 

tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan 
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sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan 

sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat  saat ini, maka Majelis 

Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna 

sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu     

sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari’at Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan 

rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, sakinah,  mawaddah dan rahmah, 

oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua 

belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga 

mempertahankan rumah tangga yang retak (broken marriage) adalah tidak ada 

manfaatnya. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih

pendapat fuqaha’ yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang

berbunyi : 

طلقعلیه      لزوجھا الزوجة رغبة طلق القاضواذااشتدَّعدم
Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah

Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki  dengan talak

satu “;   

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

tersebut telah memenuhi  alasan perceraian,  dan oleh karena Tergugat  tidak

pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin

2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan

pasal 149 ayat (1) RBg (Reglement Buiten Gowesten);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan,  maka  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  dibebankan

kepada Penggugat,  hal ini  sesuai  dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

2006 dan  Undang-undang Nomor 50  tahun 2009;

Memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-
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undangan yang berlaku serta dalil Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  xxxxxxxxxxx terhadap

Penggugat xxxxxxxxxxxxxxx

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah  Rp. 786.000 (tujuh ratus delapan puluh enam  ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Gorontalo  pada  hari  Rabu  tanggal  09  September  2020  Masehi

bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. Muh. Hamka

Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanudin Mokodompit dan Dra. Hj.

Marhumah, masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  beserta  para Hakim Anggota tersebut,  dan didampingi  oleh  Dra.  Hj.

Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,

M.H

Perincian biaya :
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-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 660.000,00

-  PNBP : Rp 30.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00

J u m l a h : Rp 786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
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